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ANALISIS EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 

WAJIB PAJAK BADAN PADA PT X  

ABSTRAK 

I Gusti Ayu Manik Leoni Purnama Dewi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas insentif pajak pada 

masa pandemi Covid-19 khususnya insentif untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 di 

PT X, dengan menilai dari persentase efektivitas penerapan insentif pajak pada PT 

X untuk tahun 2020 dan 2021 terhadap penekanan beban perpajakan. Penelitian 

ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu SPT Tahunan 2019 dan 2020, laporan laba rugi, neraca, SPT 

masa 2020 dan 2021 PT X. Nilai efektivitas digunakan untuk menilai efektivitas 

penerapan insentif pajak dan dampak insentif terhadap pembebanan pada 

angsuran PPh Pasal 25. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas insentif PPh Pasal 25 pada 

PT X untuk tahun 2020 sebesar 58% digolongkan tidak efektif serta tahun 2021 

sebesar 52% juga digolongkan tidak efektif. Penerapan insentif membawa dampak 

positif terhadap penekanan pembebanan angsuran dan mampu mengefisiensikan 

serta mengurangi beban PPh Pasal 25 badan terhutang untuk tahun 2020 sebesar 

Rp 48.423.621,72 dan tahun 2021 berhasil menurunkan hingga Rp 33.423.621,72. 

 

Kata kunci: insentif pajak, PPh Pasal 25, efektivitas. 
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AN ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF INCOME TAX  

ARTICLE 25 INCENTIVES CORPORATE TAXPAYER  

AT PT X 

ABSTRACT 

I Gusti Ayu Manik Leoni Purnama Dewi 

This research aims to determine the effectiveness of taxes during the Covid-

19 pandemic, especially incentives for article 25 income tax at PT X, by assessing 

the effectiveness of the implementation of tax incentives at PT X for 2020 and 

2021 on the tax burden. This study uses a quantitative descriptive method. The 

data used in this study are the 2019 and 2020 annual tax returns, profit and loss 

reports, balance sheet, 2020 and 2021 PT X SPTs. The effective value is used to 

assess the effectiveness of tax application and the impact of incentives on the 

increase in article 25 income tax 

The results of this study show that the effectiveness of income tax 25 

incentives at PT X for 2020 is 58% classified as ineffective and 52% in 2021 

which is also classified as ineffective. The implementation of incentives has a 

positive impact on increasing the payment burden and is able to streamline the 

corporate income tax payable for 2020 amounting to Rp 48,423,621.72, while in 

2021 it will reduce to Rp 33,423,621.72. 

 

Keywords: tax incentives, income tax article 25, effectiveness.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional melalui 

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana 

alam. Postur anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2020 dan 

2021 terdampak. Hal tersebut, dibuktikan dengan adanya peningkatan pada 

belanja negara serta penurunan pendapatan negara pada tahun 2020 dan 

2021 dibandingkan tahun 2019 (APBN, 2022). 

Tabel 1.1 APBN Indonesia Tahun 2019, 2020 dan 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Anggaran Pemerintah Belanja Negara Tahun 2022 (Kemenkeu, 2022) 

 

APBN 2019 2020 2021

(Triliun Rupiah)

A. Pendapatan Negara 2165,1 1699,95 1743,65

I. Pendapatan Dalam Negeri 2164,7 1698,65 1742,74

1. Penerimaan Perpajakan 1786,4 1404,51 1444,54

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 378,3 294,14 298,2

II. Penerimaan Hibah 0,4 1,3 0,9

B. Belanja Negara 2461,1 2739,17 2750,03

I. Belanja Pemerintah Pusat 1634,3 1975,24 1954,55

1. Belanja K/L 855,4 836,38 1031,96

2. Belana Non K/L 778,9 1138,86 922,59

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 826,8 763,93 795,48

1. Transfer ke Daerah 756,8 692,74 723,48

2. Dana Desa 70 71,19 72
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Berdasarkan tabel 1.1. diketahui bahwa postur APBN tahun 2019, 

2020 dan 2021 mengalami perubahan yang signifikan karena pandemi. 

Tahun 2020 menjadi tahun dengan perubahan postur APBN yang paling 

signifikan. Penerimaan Perpajakan mengalami penurunan hingga Rp 381,89 

triliun yang berdampak pada pendapatan negara yang menurun hingga Rp 

465,15 triliun. Belanja negara mengalami peningkatan hingga Rp 287,07 

triliun. 

Pemerintah melalui salah satu pemilihan opsi kebijakan fiskal yang 

ekspansif pemerintah menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif 

pajak dan penurunan tarif pajak. Hal tersebut dilakukan guna menjaga 

stabilitas pertumbuhan ekonomi secara nasional sekaligus dampak Covid-19 

yang berlarut. Insentif pajak tersebut tetuang dalam bentuk peraturan yang 

ditetapkan Maret 2020, dengan menerbitkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 

tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. 

PMK tersebut mengatur mengenai insentif pajak yang diberikan salah 

satunya mengenai pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 sebesar 

30%. PMK tersebut mengalami beberapa kali perubahan hingga pada 

Agustus 2020 diterbikannya PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Pembaharuan 

tersebut memuat peningkatan terhadap insentif yang diberikan untuk PPh 

Pasal 25 menjadi 50%. Perubahan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 itu 

tetap berlaku hingga tahun 2021 yaitu pada PMK Nomor 9/PMK.03/2021. 

Penerbitan aturan-aturan ini merupakan upaya dan bukti dari pemerintah 
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untuk memberikan keringanan berupa pengurangan beban pajak, penurunan 

tarif, pembebasan pajak, dan relaksasi pelayanan perpajakan.  

Selain insentif pajak untuk PPh Pasal 25, pemerintah juga melakukan 

penyesuaian tarif untuk wajib pajak badan yang sesuai dengan tarif pasal 17 

ayat (1) huruf b UU PPh yang awalnya sebesar 25% turun menjadi 22% di 

tahun 2020 dan 2021 serta 20% di tahun 2022. Dalam mempermudah 

perhitungan mengenai insentif pajak dan penyesuaian tarif, Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-08/PJ/2020, 

namun penyesuaian terhadap tarif tersebut kembali dilakukan oleh 

pemerintah melalui UU No 7 Tahun 2021 yang disahkan pada tanggal 29 

Oktober 2021 yang merupakan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menetapkan angsuran PPh Pasal 25 yang 

direncanakan sebesar 20% pada 2022 menjadi 22%.  

Permasalahan yang kemudian terjadi yaitu wajib pajak tidak mampu 

dalam membayar pajak tersebut secara langsung dan menginginkan adanya 

pembayaran pajak dalam wujud angsuran khususnya untuk wajib pajak 

(WP) badan. Pajak penghasilan badan merupakan salah satu dari jenis pajak 

utama yang menjadi sumber pendapatan negara dari setoran perpajakan 

(Kemenkeu, 2020). Demi menfasilitasi keinginan dari para WP, Menteri 

Keuangan Indonesia mengeluarkan peraturan pajak untuk pembayaran 

secara mengangsur yang disebut Pajak Penghasilan Pasal 25. 

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 25 menyatakan bahwa besarnya angsuran pajak penghasilan yang 
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berasal dari jumlah pajak penghasilan menurut Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) pajak penghasilan tahun lalu dikurangi pajak penghasilan 

yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar 

negeri yang boleh dikreditkan. Kewajiban tersebut hendaknya dibayar 

sendiri oleh WP orang pribadi maupun badan untuk setiap bulan dari masa 

pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember.  

PT X merupakan salah satu perusahaan badan yang memiliki dan 

menjalankan usaha tetap beralamat di Kabupaten Badung, Bali. Perusahaan 

ini merupakan perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi lapangan usaha 

(KLU) 70209 dengan jenis usaha kegiatan konsultasi manajemen lainnya. 

Sebelum adanya Covid-19, perusahaan ini menerapkan perhitungan sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Saat ini, 

perhitungan PPh Pasal 25 menggunakan tarif yang telah disesuaikan 

menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-08/PJ2020 serta 

mendapatkan insentif pajak angsuran PPh 25. Belum diketahui mengenai 

efektivitas dari penerapan insentif ini terhadap penekanan beban angsuran 

badan yang ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan 

perhitungan kembali mengenai PPh badan terutang sesuai dengan peraturan 

sebelum dan sesudah menerapkan insentif pajak guna menganalisis 

efektivitas insentif berdasarkan jumlah angsuran PT X.  

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas insentif pajak dan 

dampak insentif dalam menekan beban PPh Pasal 25 badan terutang. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimanakah efektivitas insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT 

X untuk tahun 2020 dan 2021? 

1.2.2. Bagaimanakah dampak insentif pajak terhadap beban angsuran PT X 

tahun 2020 dan 2021? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Untuk mengetahui efektivitas insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 

pada PT X untuk tahun 2020 dan 2021. 

1.3.2. Untuk mengetahui dampak insentif pajak terhadap beban angsuran PT 

X tahun 2020 dan 2021. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah: 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, 

tambahan pengetahuan, dan wawasan mengenai efektivitas insentif 

Pajak Penghasilan Pasal 25 pada suatu perusahaan dan 
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mengoptimalkan penggunaan insentif pajak ataupun peraturan 

perpajakan yang berlaku khususnya pada pasal 25.  

1.4.2. Manfaat Empiris  

Adapun manfaat empiris dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1.     Bagi mahasiswa 

Adanya penelitian ini dilakukan guna untuk menerapkan 

teori ataupun mengimplementasikan ilmu yang didapat sehingga 

dapat membandingkan teori pada saat materi perkuliahan 

dengan kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat (dalam 

hal ini di perusahaan) serta dapat meningkatkan pemahaman 

mengenai konsep yang diteliti yang dapat dimanfaatkan pada 

masa yang akan mendatang.  

2.     Bagi Politeknik Negeri Bali 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana 

pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi 

sistem pendidikan yang telah dijalankan dan diharapkan dari 

hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan guna 

kemajuan kurikulum khususnya di Jurusan Akuntansi dan 

Politeknik Negeri Bali pada umumnya sehingga terdapat 

kesesuaian antara materi pendidikan di perkuliahan dengan 

kenyataan yang ada.  

3.     Bagi PT X 
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

dan masukan bagi pihak perusahaan untuk memahami mengenai 

efektivitas insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 pada suatu 

perusahaan dan mengoptimalkan mengenai penggunaan insentif 

pajak ataupun peraturan perpajakan yang berlaku khususnya 

pada PPh Pasal 25.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisi data yang telah diperoleh dari penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan: 

5.1.1. Efektivitas dari penerapan insentif ini terhadap pembebanan pajak 

berupa angsuran pada PT X tahun 2020 sebesar 58% yang mana nilai 

tersebut digolongkan tidak efektif. Pada tahun 2021 efektivitas 

insentif sebesar 52%. Melalui persentase tersebut efektivitas insentif 

PPh Pasal 25 pada PT X masih dinyatakan tidak efektif.  Meskipun 

dalam efektivitas insentif pajak pada tahun 2020 dan 2021 

digolongkan tidak efektif namun adanya insentif pajak ini mampu 

menekan beban perpajakan untuk angsuran.  

5.1.2. Penerapan insentif pajak terhadap beban angsuran PT X berdampak 

positif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 dan 2021 dalam jumlah 

angsuran PPh Badan berhasil ditekan dan menurun. Untuk tahun 2020 

berhasil menekan pembebanan perpajakan sebesar Rp 48.423.623,72 

dibandingkan angsuran yang harus dibayarkan sebelum penerapan 

insentif sebesar Rp 113.939.267,72. Begitu pula dengan tahun 2021 

yang mana dapat menekan beban angsuran sebesar Rp 33.671.506,00 

dari jumlah angsuran sebelum penerapan insentif sejumlah Rp 

69.825.910,00. 



 

 
 

5.2. Saran 

Berdasarkan analisis penelitian di atas, peneliti memiliki beberapa 

saran yang diberikan yaitu: 

5.2.1. PT X diharapkan agar tetap memanfaatkan dan memaksimalkan 

insentif khususnya insentif PPh Pasal 25 yang diberikan oleh 

pemerintah. Meskipun efektivitas dari penerapan insentif PPh Pasal 25 

masih digolongkan tidak efektif namun dari penerapan insentif pajak 

tersebut dapat membantu untuk PT X dalam menekan beban 

perpajakan yang wajib dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat 

melalui jumlah angsuran pun menjadi lebih rendah dibandingkan 

ketika perusahaan tidak menerapkan kebijakan insentif pajak. 

5.2.2. Pemerintah diharapkan agar tetap memberikan insentif pajak terhadap 

wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Dengan adanya insentif 

dan peraturan perpajakan lain yang diberikan mampu mengurangi 

beban yang seharusnya dikeluarkan oleh WP khususnya perusahaan 

sehingga biaya dapat dialokasikan pada biaya perusahaan lainnya 

Kemudian, penerapan insentif dan perubahan peraturan dapat 

digalakkan agar perusahaan dapat memaksimalkan pemanfaatan 

peraturan tersebut untuk memudahkan perusahaan dalam mengangsur 

pajak penghasilan badan terutang. 
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